PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG

PENGAWAS MADRASAH DAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Memimbang:

Mengingat:

PADA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwia dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 39 ayvat
{(3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Standar Nasional Pendidikan, porlu menetapkan Peraturar
Menteri Agama tentang Pergawas Madrasah dan Penpawas
Pendidilkan Islam pada Sckoluh;

1.

(s

on

Perawiran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar  Nasiona! Pendidikan  {(Lembaran  Wegara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496},

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang

Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan  Keagamaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 4769);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 194, Tambahan Lembaran Nepara Republik
Indonesia Nomor 4919):

Peraluran Presiden Nomor 47 ‘Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan  Organisasi Kementerian Negera
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 77 Tabhun 2011 {enlung Perubahan
Kedua Atus Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009
tentang  Pembentukan dan  Organisasi  Kemenlerian
Megara;,

Peraturan Presiden Nemor 24 Tahun 2010 tentang
hedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerinn MNegara
serta Susunan Organisasi, Tupss, dan Fungsi Eselon 1
Kementerian Negara sebagaimana (clah diubah dengan
Peruluran Presiden Nomor 67 Tahun 2010 lentang
Perubahan Atas Perafuran Presiden Nomor 24 Tahun
2010 tentang  Kedudukan, ‘Tugds, dan  Fungsi
Kemcenterian Negara scrta Susunan Organisasi, Tugas,
dan Fungsi Esclon 1 Kementerian Mogara;

. Peraturan .



6. Peraturan Menleri Apama Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tala Kerja Kementerian Agama {Berita
Negara Republik Indonesia Tehun 2010 Nomor 592);

. Peraluran Menleri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun
2007 tentang Standar Pengawus Sekolah/Madrasah;

~3

%

Peraturan Menteri Asama Nomer 16 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sckolali;

4, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasit Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Jabalan Fungsional Pengawas Sekolah dan  Angka
Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menctapkan: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGAWAS

MADRABAH DAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM PADA SERKOLAH.

EABI
KETENTUAN URUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengarn:

1.

It

Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam  binaan Menteri
Agama vang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan
againg Islam yang mencakup Raudhatul Athfal (RA), Madrasah [blidaiyah
(M1}, Madrasah Tsanawivah (MTs), Madrasah Alivah (MA),dan Madrasah
Alivah Eejuruan (MALK).

Sekolah adalah satuan pendidikan formal pada jenjung pendidikan dasar
dan menengah vang mencakup Taman Kanak-kanak [TK), Sekolah Dasar
(SD), Selkolah Dasar Luar Biasa (SDDLE], Sekolah Menengah Pertama
(SMP), Sekolah Mencngah TPerlama Luar Biasa (SMPLB}, Sekolah
Menengah Atas (SMA), Sckolah Menengah Atas Luar Biasa [SMALB), dan
Sekolah Menengah Rejuruan (SME}

Pengawas Madrasah adalah Guru Pegawal Negeri Sipil yang diangkat
dalam jabatan lungsiomal pengawss satuan pendidikan yang tugas,
tangeungawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan akademik
dun manajerial pada Madrasah.

Pengawas Pendidikan Agama Islam yvang selunjulnya disebut Pengawas
PAl pada schkolah adalah (harn Pegawal Negeri Sipil yang diangkat dalsm
jabaian fungsional pengawas pendidikar agama Islam yang tugas,
anggungjawab, dan WEWENANgnyva melakiakan pengawasarn
penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.

Kelompok Kerja Pengawas yang sclanmtnya disebut Pokjawas adalah
wadah kegilatan pembinasn profesi untuk meningkallkan hubungan
kerjasama  secara komrdinatif dan fungsional antar pengawas i
Ingkongan Kernenierian Agama,

f. Daerah ...



(L)

(2]

Daerah Khusus adalah daerah vang terpencil atau terbelakang, daerah
dengan kondist masyarakat acal yang terpencil, daerah perbatasan
dengan ncgara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bhencana
sosial, atau dacrah yang berada dalem keadaan darurat lain,

Menteri adalah menten vang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang apan:,

Direkiur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan fsbam,

BAB IT
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2
Pengawnas Madrasah melipuli Pengawas BA, MI, MTs, MA, dan/atau
MAE,

Pengawas PAI pada Sclolah meliputi Pengawas PAL pada TK, 3D/5DLE,
SKMP/SMPLE, SMASMALE, dan/ateu SME,

Pasal 3

Pengawas Madrasah sebapaimans dimaksud dalam Pasal 2 zvab (1)
mempunyal tugas melaksunakan pengawasan akademik dan manajerial
pada Madrasah.

Pengawas PAI pada Scholah sebagaimmana dimaksud dalam Pasal 2 aya:
{1} mempunyal tugas melaksanakan pengawasan Pendidikan Agama
Islam pada Sekolah.

Pasal 4
Pengawas Madrasalh mempunyai lungsi meladukan:
4. pelVUSUNAn program pengawasan di bidang akademik dan manajerial;
h. pembinaan dan pengembangan madrasah;

¢. pembinuan, pembimbingan, dan  pengembangan  profesi g
madraszh;

d. pemantauan penerapan standar nasional pendidikarn;

€. penilaian hasil pelaksanaan prograum pengawasarn; dan

{. pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan.

Pengawas PAI pada Sekolah mempunyal fungsi melakukan:

He PCITVUSUINAN Prograin Dengawasan PATL

b. pernbinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru PAIL
C. pemantauan pencrapan standar nasional PAL

d. penilaian hasil pelaksanaan program pengawssan; dan

8. pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan.

BAB I .



(1)

[2]

(3]

14)

BAE III
TANGGUNG JAWARB DAN WEWENANG

Pasal 5

Pengawas Madrasah ssbagaimana dimaksud dalam Pase]l 2 ayat (1)
bertanggungjawab terhadan peningkalan kualitas percncanaan, proscs,
dan hasil pendidikan dan/atau pembelajaran pada RA, ML, MTs, MA,
dan/atan MAK,

Pengawas FAL pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayal
(2] bertanggung jawab terhadap peningkatan kualilas perencanaan,
proses, dean hasil pendidikan dan/atan pembelajaran PAI pada TE,
SD/SDL:B, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan/atau SMK.

Pengawas Madrasah schaguimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

. mmemberikan masukan, saran, dan bimbingsn dalam penyusunan,
prlaksanaan, dan  evaliasi  pregram  pendidikan  danjatau
pembelajaran kepada kepala Maodrasah, Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agarny Provinsi;

b. memantair dan menilai kinerja Kepala Madrasah serta merumuskan
saran tindak lanjui yang diperlukan:

¢. melakuken pembinaan lerhadap pendidik dan tenaga kependidikan di
madrasah; dan

d. memberikan pertimbangan dalam penilaian  pelaksansan tugas, dan
penempalan Kepala Madrasah serta gura kepada Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupalen/Kota.

Pengawas PAl pada Sekolah sebagaimara dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2} berwenang:

a. memberikan masukun, saran, dan bimbingan dalam penyusunan,
peluksanaan, dan  cvaluasi pendidikan  danfatau  pembelajaran
Pendidikan Agama lslam kepada Kepala Selkolah dan instansi yang
membidangi urusan pendidikan di Kabupaten/Kota;

b memantau dan menilai kireria Gum PAT serta merumuskan saran
lindals lanjut yang diperlukan;

<. melakukan pembinaan terhadap Guru PAL

d. memberilkan pertimbangan calam penilaian pelaksanaan TUgasS Qura
PAl kepada pejabat yang berwenang, dan

€. memberikan pertimbangan dalam perilajan pelaksanaan tugas dan
penempatan Guru PAI kepadu Kepala Sckolah dan pejabat vang
berwetiang.
BAB IV
KUALIFIKASI

Pasal 6

Pengawas Madrasah dun Pengawas PAl pada Sekolah mempunyal kualifilkasi
sehagal berikul;

a. berpendidikan minimal sarjans 1S1) atau diploma IV darl perpurusn

linggl terakreditasi;

b. berstatus schagai guru bersortifikel pendidik nada madrasah atan

selolah;



L]

. memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 8 {delapan) tahun sebagai
Guru Madrasah atau Guru PAL di Sckolah:

o, memiliki pangiat minimum Penala, golongan ruang III/c;

e. memiliki kompelensi sebagal pengawas vang dibulktikan dengan Sertifikat
Kompelens Pengowas;
f. berusia setinggi-tingginga 55 (lma pulah lima) lahun;

g. daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjuan sefiap unsurnya paling rendah
bernilai baik dalam 2 [dua) tahun terakhir; dan

=y

. tidak pernah dijatuahi hukuman disiplin tinghka) scdang dan/atau tingkat
berat sclama menjad: PNS,

BEABV
SERTIFIKASI KOMPETENSI PENGAWAS

Pasal 7

(1} Serlifikal Kempetensi Pengawas schagaimana dimaksud calam Pasal 6
huruf ¢ diberikan kepada calon Pengawas Madrasah atau calon Pengawas
PAIl pada Sckolah yang telah hilus mengikuti pendidikan dan pelatihan
kompetensi pengawas,

(2] Untuk mengikuti pendidikan dan  pelatthan kompetensi pengawas
senagaimana dimaksud pada ayut (1) calon Pengawas Madrasah atau
calon Penpawsas PAl pada Sekolah harus lulus selelosi,

(3] Sertifikat Kompotensi Pengawas sebagaimana dimaksud pads ayal (1)
diterbitkan oleh Kernenterian Apama.

BAE V1
KOMPETENSI

Pasal 8
(1) Kompetensi yang harus dimiliki olch Pengawas Madrasah dan Pengawas
PAl pada Sekolah meliputi:
i, kompetensi kepribadian;
b, kompetensi supervisi akademile
¢, kompetensi evaluasi pendidikan:
d. kompetensi penelitian dan pengembangan; dan
&, kompetensi sosial.

(2) Kompetensi kepribadian sebagaimuna dimaksud pada ayat (1) huruf a
schagail berikut;

a. memilili akhlak mulia dan dapat diteladani;
b memiliki tanggungiawab terhadap tugas;

c. metniliki kreatifitas dalam bekerja dan memecahkan masalah yang
berlczitan dengan tupgas jabatan;

d. memiliki keinginan vens kuat uniuk belajar hal-hal yang baru tenlang
pendidikan dan ilmu pengetahnan, teknologt dan seni yvang menunjang
lugas pokok dan tangpung jawabrya: dan

¢. merailiil motivasi yang kuat kerja pada dirinya dan pada pihak-pihalk
pemangku kepentingar.



(3) Kompetensi supervisi akademnile sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf b sebagai berilcut:

=

h.

mampu memahami konsen, prinsip, teorl dasar, karakterisuk, dan
perkembangan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di
Madrasah dan/atau PAT pada Sekolah;

mampu memahami konscp, prinsip, teori/ teknologi, karakteristik, dan
perkembangsn  proses  pombelajaran/bimbingan  tiap  bidang
pengembangan atan maw pelajaran di Madrasah dan/stau PAL pada
Selolah;

cmampud membimbing suru dalam menyusun silabus tap bidang

pengembangan atau mala pelajaran di Madrasah dan/ataa PAL pada
Sekolah berlandasxan standar isi, standar kompelensi dan kompelensi
dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan karikulum,

crnampil  membimbing zura dalam memilih dan mengpunakan

slratogil/ metode fteknik pembelajaran/ bimbingan Yang dapat
moengembangkan beroagial putensl sizwa melalul bidang
pengembangan atau mata pelajaran di Madrasah dan/atau PAI pada
Sekolah;

. mampu membimbing guru dalam meormusun rencana pelaksanaan

pembelajaran (KPP untuk tap bidang penpembangan alau mata
pelajaran di Madrasah dan/atau PAT pada Sekolah;

. mampll  rmembimbing gouru dalam melaksanakan  kegiatan

pembelajaran/bimbingan (i kelas, laboratoriam, dan/atau  di
lapangan} uniuk mengembangkan potensi siswa pada tiap hidang
pengembangan alauw mata pelajarun di Madrasah dan/atau PAT pada
Scholah,

cmampll membimbing  gura dalam mengelola, merawat,

mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas
pembelajaran/bimbingan  Uap bidang pergembungan  atau  mata
pela’aran di Madrasah dan/atau PAT pada Sckolah; dan

-mampu menotivasi gura untuk memanfaatkan teknologl informasi

1_1:'11,L_1k pembelajatan / bimbingan tiap bidang pengembangun atau mata
pelajaran di Madrasah dan/atau PAI pada Sekolah.

[4) Kempetensi evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ schagai beriku:

7.

b.

mampu menyisun kriteria dan indikalor keberhasilan pendidikan dan
pembelajaran /bimbingan Madrazah dan/atau PA] pada Sekolah;

marnpu membimiing guru dalam menertukan aspek-aspek  yune
penting  dinlai  dalam  pembelajaran/bimbingan  tiap  bidane
pergembangan atau mata pelajuran di Madrasah dan/atan PAI pada
Zekolah; )

- mampn menilal kinerja Kepala Madrasah, gury, stal Madrasah dalam

melaksanakan  tugas pokok  dan  Ganggung  jawabnya  untulk
meningkaltkan muta pendidikan dan pombelajaran / bimbingan  tiap
bidang pengerabangean atau mata pelajaran di Madrasah dan fatau PAI
pada Sekolais;

-mampu memanan pelaksanaan pembelaiaran/ birmbingan dan hasil

belajer  siswa  serts menganalisisnya  untuk perbaikan  mutu
pumbelajaran/ bhabingan  tiap bidang pergembangan atau mata
pelajaran di Madraszh dan/atau PAI pada Sekolah;



e

e

f.

mampu membing gury dalam memanfaatikan hasil penilaian untuk
perbaikan mur pendidikan den pembelajaran/ bimmbingan tiap bidang
pengembangan aiau mata pelajaran di Madrasah dan/atau PAL pada
Sekolah; dan

mampll mengolah dan -menganalisis data hasil penilaian kinerja
kepala, kinerja guru dan staf Madrasali.

{2} Kompetensi penelitian dan pengembangan schagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d sebagai berikut:

a.

C.

d.

mampu menguasal berbagal pendezatan, jenis, dan metade penelitian
dalam pendidilean;

.mampu menentukan masalalhl kepengawasan yang penting  ditelitd,

baik  untuk keperluan fuges  pengawsasaln MEUpUD Wntul
pengembangan kearir;

mampu menyusun proposal penelitian pendidikan baik  proposal
penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif;

mampu melaksanakan penelitian  pendidikan untuk  pemnecahan
masalah pendidikar yarg bermanfaat bagl tugas pokok dan langgung
Jawabiyag;

cmampia mengolah dan menganalisis data basil penelitian pendidikan

baik data kualitalil mmaupun data kuantitarif;

mampu menulis karya (ulis ilmianh dalam bidang pendidikan dan/atau
bidang kepengewasan dan momanfaatkannya untuk perbaikan mutu
pendidilcan;

cmampil menyusun pedoman, panduan, buku, dan/atau modul yang

diperlukan untuk melaksanaken tugas pengawasan di Madrasah
dan/alau PAI pada Sekaolah: dan

-mampu  moemberkan  bimbingan kepada guru tentang  penelitian

tindakan kelas, balx perencanamn maupun pclaksanaannva  di
Madrasah dan/alau PAL pada Sekalah.

mompetensi sosial schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai
berikut:

i,

mampu  bekerja  sama  dengan  berbagai  pihak  dalam rangka
meningkatkan kualitas diri untuk melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya; dan

b. aktif dalam kegiatan organisasi profesi peEngawas saluan pendidikan

dalam rungka menpembangkan diri.

Pasal 9

(1) Seluin kompetensi schagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pengawas

Madrasah harus memiliki kompetensi supervisi manajorial.

(2) Kompetenisl supervisi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayal (1)

b,

sehagni berikut:
. mampl menerapkan leknik dan prinsip supervisi dalam rangka

meningkatkan mutn pendidikan Madrasah; -

mampu menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi,
tjuan, dan program perdidillan Madrasali;



(L]

c. mampu menyusun mclode kerja dan instrumen yang diperlukan
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan Madrasah;

d. mampu menyvusun laporan hasi! pengawasan dan menindaklanjutinya
untuk perbuikan program pengawasan berikutya;

e. mampil  membina  Kepala  Madrasah  dalam  pengelolaan  dan
administrasi madrasah berdasarkan mangemen peningkatan muru;

[. mampu membina Kepala dan guru Madrasah:

g mampu memotivasi Kepula dan Guru Madrasah dalamn merefleksikan

hasil yang telah dicapal untuk menemukan kelebihan dan kekurangan
dalam melaksanakan tugas pokok; dan

h. memahami standar nasional pendidikan dan pemanfaatannya untuk
membantu Kepala Madrasah dalam mernpersiapkan akreditasi.

EBAB VII
EEBAN KERJA

Pasal 10

Beban kerja minimal Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada
Sekalah adalah elouivalen dengan 37,5 {tga pulub lujuh koma lima) jam
per minggu, termasuk pelaksanaan pembinaan, pernantauan, penilaian,
dan pembimbingan di Madrasah/ Sekolah.

Pengawas Madrasah melaksanakan tugas pengawasan terhadap minimal
7 (tujuh) RA, MI, MTs, MA, dun/alau MAK,

Pengawas PAl pada Sekolah melakssnakan tugas pengawasan terhadap
paling minimnal 20 (dua puluh) Guru PAl pada TK, 8D, SMP dan/atau
SA.

Peretapan satuan pendidikan sebagai binaan Pengawas Muadrasah dan
Pengawas PAl para Sekolah dilukukan oleh Kepula Kantor Kementerian
Agama Kabupalen/Kota alas pertimbangun Ketua Pokjawas tingkar
Kabupaten/Kota.

Dalam hal beban kerja minimel Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI
pada Sekoloh sebagaimana dimaksud pada avat(1} tiduk terpenuhi
karena tidak terdapat jumlah minimal suluun pendidikan atau Guru PAI
pada Sclolah scbegaimana dimaksud pada ayat (2] dan ayat {3}, Kepala
Kantor Kementeriun Apama Kabuparen/Kota dapat menelapkan beban
kerja mimimal Pengawas Madrassh dan Pengawas PAI pada Sckolah di
wilayahrye.

Pasal 11

Ketentuan mengenai Pecoman pelaksanasan boban kerja Pengawas Madrasah
dan Pengawas PAl pada Sekolah scbugaimana dimaksud dalam Pasal 10
ditetapkan dengan Keputusan Direlstur Jenderal.

(1)

BARE VIII

PENGANGHATAN, PEMiHDAHAE, DAN PEMEERHENTIAN PENGAWAS

Faszal 12

Pengawas Madrasah dan  Ueogawas PAI pada Sekolah dizngkat oleh
Menteri atau  pejabat vang ditunjulk oleh Mentori sesual dengan
ketentuan peraturan perundone-tindansan



{2} Bupati/Walikota dapat mengangkal Pengawas PAI pada Sekolah scielah
terlebih dshulu  mendapat  perseluyjuan Kepala  Kanlor  Wilayah
Lementerian Agsma Provinsi,

Pasz! 13

cinindahan Pengawas Madrasab dan Penpawas PAl pada Seliclah dapat

dilakukan antar provinsi, antar kabupaten/kota, antar kecamatan, atau
antar satuan dan jenis pendidikan scsuad dengan ketentuan peraturan
aerundang-undangar:.

Pazal 14

(1} Pengawas Madrasah dan Pongawas PAT pada Sekolah diberhentikan
sententars dari jabatannya apabila:
d, dalam masa 3 (tiga) taban Udak dapat memenuhi angka kredit vang
dipersyaratkan untuk naik pangkat ke jenjang yvang lebih tinggi;
b. ditugaskan secara peruh di luar jabatan Pengawas;
c. diberhentikan sementara dari PN3 oleh Pejabat yang berwenang; atau
d. menjalani et di luar tanggungan negara,
(2] Pengawas Madrasah dan Pengawas PAL pada Sekolzh diberhentikan dard
jabatan Pengawas Madraszh dan Pengawas PAIL pada Sekolah apabila:
i, memasuki masa pensiun;
k. meninggal dunia;
o, mengundurkan dinl deri jabalan Pengawas;
d. dijatuhi hukuman disiplin tingleat berat; atau
. diberhentikan dari PIVS,

BAB X
JENJANG, JABATAN/PANGKAT DAN ANGKA KREDIT

Pasal 15
(1) Penjenjungan jabatan/pangkat Fengaowas Madrasah dan Pengawas PAI
puda Sekolah di lingkungan Kementerian Agama berpedoman pada
ketentuan  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatun Fungsional
Pengawas Batuan Pendidikan dan Angka Kredimya,

(£} Pedoman penetapan angla kredit Pengawas Madrasah dan Pengawas PAT
pada Sekolah ditciaplan eleh Direlstur Jendceral.

BAB XI
POKJAWAS

Pasal 16

(1) Dalam rangka meningcatkan profesionalilas dan kinerja Pengawus
Madrasal. dan Pengawas PAT pada Sekolah, serta efektifitas pengawasan
dibentuk Poljawas tingkat Masional, lingkat Provinsi, dan tingkat
Kabupaten/Kota.

(2} Pokijawas ...



[2) Pokjawas tingkal Nasional sebagaimana dimaksud pada avat (1)
ditetapkan oleh IMrekiur Jenderal.

[3) Pokjawas tingkat DProvinsi sebupuimuna dimaksud pada avat {1)
ditetapkan vleh Kepala Kantor Wilavah Kementerian Agama Provinsi.

{4) Pokjmwas lingkal Kabupaten/Kota scbhagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Kepala Kantor Kemnenlerian Agama Kabupaten /Kofa.

Pasal 17

(1) Pertemuan Pokjawas tingkat Nasional disclenggaralan paling kurang
sekali dalam sciabun untuk menyiapksn masukan kepada Menterd,
tentang kebijakan penyelengegaraan pendidikan Madrasah dan PA] pada
Selkolah.

(2] Pertemuan Pokjawas tingkal Provinsi diselenggarakan paling kurang 2
(dua) kali dalam setahun untux menviapkan masukan terhadap
kebijjakan tcknis penyelengguraun pendidikan Madrasah dan PAI pada
Sekolah di provinsi masing-masing,

(3} Pertemuuan Pokjawas tingkat Kabupaten/Kota disclenggarakan setiap
bulan untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasl program
pengembangan profesionalitas  Pengawas Madrasah dan PAI pada
Sekolal.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tigas sebagaimana dimaksud dalamn Pasal i
Pokjawas dapal menerima  bantuan biaya dari pemerintah dan/atan
pemerintah dacrah.

BAB XIT
PEMEINAAN

Pasal 19

(1) Kebijakan umum pembinazn Pengawns Madrasah dan Pengawas PAL
rada Seckolah ditetapkan oleh Direltur Jenderal.

(2) Pembinaan Pengawas Madrasah dan Dengawas PAIL pada  Sckolah
dilakukan oleh Kepala Kanlor Wilavah Kementerian Apama  Provinsi
melalui Kepals Kantor Kementerian Asama Kabupaten/Kola.

BAEB XIII
PENILAJAN KINERJA

Pasal 19

(1) Penilaian kinerja Pengawas Madrasah dan Penguwas PAT pada Sekolah
dilakukan setahun sekali oleh Kepala Kanlor Kementerian Apdrna
Kabupaten/ Kota. :

[2) Peduman_penilﬁi:m kinerja Pengawas Madrasah dan Pengawas PAL pada
wekolah ditetapkan olsh Dircktur Jenderal, | '

BAB XIV ...



| BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dalam waktu 2 (dua) tahur sejak diberlakukannya Poraturan ini Kepeala
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan penataan ulang
Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah yang ada di wilavahnya
masing-masing. '

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Mentler: ini:

a.

Penpgawas Madrasah dan Pengawas PAT pada Selolah Madrasah vang belum
memiliki Sertifika: Kompetensi Pengawas scbagaimana dimaksud dalam
Pasal & hurul & wailb menglkud pendidikan dan pelatihan kompetensi
Pengawas Madrasah dan Pengawas PAT pada Sckolah; dan

sernue kelenluar mengenal Pengawas Madrassh dan Pengawas PA[ pada
Sckolah dinyatakar tetap herlaku sepanjang tidak bertenlangan dan/atau
belirm diatur berdasarkan Peraturan Menlert ini.

EAB XIIT
EETENTUAN PENUTUP -

Fazal 22

Peraturan Menteri oud mulad berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar suliap orang mengetahlinya, memeriniahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Difetapkan di Jakarsta
pada tanpgeal 1% Februsri 2012
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

TTD
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Diundanglkan di Jukaria

-

pada tanggal 1% Februozri 2012
MENTERI HUEKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUEBLIK INDONESIA
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